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2. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokolk
Pemerintahan Di Daerah ;

3. Undang-undang No. 7 Tahun 1974 tentang Pengesahan
Penyatuan Timor Timur ke Negara Kesatuan Republik
Indonesia ;

4, Peraturan Pemerintah No, 19 Tahun 1976 tentang Pem

bentukan Propinsi Daerah Tingkat T Timor Timur dan
Kabupaten Daerah Tingkat IT di Timor Timur ;

5. Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1987 tentang Pe-
nyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang

Kesehatan kepada Daerah

;
6. Instruksi Presiden R.I. No. 6 Tahun 1984 tentang
Penyelenggaraan Bantuan Pembangunan Kepada Propin
. si Dacrah Tingkat I, Kabupaten/Kotamadya Raerah
Tinglkat II, dan Desa ;
7. Instruksi Menteri Dalamn Negeri No. 9 Tahun 19846
tentang Petunjuk Pelaksanaan Lebih Lanjut Bantuan

Pembangunan Sarana Keschatan.

Hewperbatilan : Surat Menteri Keuangan Nomor S-60/MK.011/1987 tanggal 20
Januari 1987 perihal Persetujuan Pola Tarip R.S. Pemerintah.

M E MU L U S Kia ‘N

Menetapkan : KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI KESEHATAN DAN MENTERI DALAM
ol NEGERI REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN

PUNGUTAN RETKIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DASAR .

Pasal 1

Yang dimaxsud dalam Keputusan Bersama ini dengan

a. Sarana Pelayanan Kesehatan Dasar adalah tempat yang
dipergunakan untuk memberikan pelayanan keschatan -
kepada masyarakat yang meliputi .:

1) PUSKESMAS ;
2) PUSKESMAS PEMBANTU ;
3) PUSKESMAS KELILING.

b. Pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan da-
lam bentuk rawat jalan kepada masyarakat yang dilak
sanakan oleh Sarana Pelayanan Kesehatan Dasar ;

¢. Retribusi pelayanan kesehatan Puskesmas adalab bi-

aya yang dipungut oleh Pemerintah Daerah Tingkat if
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atas jasa pelayanan obat-obatan pemeriksaan laboratorium dan
medik.

Pasal 2
Pemungutan retribusi pelayanan kesechatan harus diatur dan di
tetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 3

Dalam mengatur pungutan retribusi pelayanan kesehatan, agar

memperhatikan’ ketentuan-ketentuan sebagai berikut

a. Besarnya retribusi pelayanan keschatan setinggi- tingginya
Rp.300,00 (tigaratus rupiah) per penderita untuk setiap ka
1i kunjungan ;

b. Hasil pemungutan retribusi pelayanan kesehatan sebagaimani

dimaksud huruf a diatas ditentukan sebagai berikut

1). 75 % {tujuhpuluh lima persen) disetorkan kepada Kas Da
erah Tingkat IT yang bersangkutan

2) . 25 % (duapuluh lima- persen) potongan ‘langsung atas pe-

nyetoran bruto oleh Unit Sarana Pelayanan Kesehatan Da

sar setempat, untuk keperluan pembiayaan kegiatan ope-
rasional PUSKESMAS.

Pasal 4

Pedoman penggunaan potongan langsung sebagaimana diatur dalam

pasal 3 dan Tata Cara pertanggung jawabannya diatur dengan Su
rat Keputusan Gubernur Kepala Daerah,.

Pasal 5

(1) Bagi penderita yang tidak mampu diberikan pelayanan kese-
hatan secara cuma - cuma.

(2) Pelayanan kesehatan secara cuma-cuma sebagaimana dimaksud
ayat (1) didasarkan atas Surat Keterangan yang dikeluarkan
oleh Lurah/Kepala Desa yang berwenang, dan berlaku untuk
masa 3 (tiga) bulan.

Pasal 6

.t Begi penderita penyakit menular yang pengobatannya termasuk

dalam program Proyek Pengembangan Pemberantasan Penyakit Menu-

-
1
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4r diberikan pelayanan keschatan secara cuma-cuma.
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